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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya, sehingga “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023” dapat selesai 

tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan komitmen untuk mengimplementasikan 

peningkatan akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta 

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 

2023.   

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR       

Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dengan 

memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  Laporan ini menyajikan informasi terkait 

capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan secara terukur, beserta analisis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian target kinerja. Selain 

itu, laporan kinerja juga memuat rekomendasi perbaikan kinerja kedepannya. Hal ini 

bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan tahun 2023, sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 

2020-2024. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi 

kinerja dan merumuskan strategi kebijakan yang lebih komprehensif. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi 

memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 

2023, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

1. Jakarta, 19 Januari 2024 

2. Direktur Jenderal 

 

 

3.   Herry Trisaputra Zuna 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

  

 

Capaian Kinerja 

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung 

Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif 

102,37% 

2022 

98,95% 

2023 

IKSP 
1 

Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung Sistem, 

Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif 
IKSS 

2022 

107,57% 116,75% 

2023 

2022 

95,06% 235,57% 

2023 

Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah 

Tangga Berpenghasilan Rendah yang 

Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan 

Perumahan 

IKSP 

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni IKSS 
2022 

99,50% 99,89% 

2023 

Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen 

Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 113,16% 

2023 IKSP 
2 

TOTAL PAGU: Rp243,19 M 
REALISASI ANGGARAN: 
Rp234,35 M (96,36%) 
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• Realisasi penyaluran program bantuan pembiayaan perumahan yakni FLPP 
dan SMF melebihi target yang ditetapkan. 

• Strategi optimalisasi pemanfaatan Dana FLPP berhasil dilakukan secara 
cermat dan tepat sasaran. 

• Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara DJPI dengan para 
stakeholder terkait fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan. 

 

Faktor Keberhasilan Capaian Program 

Rekomendasi Tindak Lanjut 

• Melanjutkan proses harmonisasi hingga penerbitan Permen PUPR terkait Tata 
Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR 
dalam rangka optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU, pembagian 
wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien serta percepatan pelaksanaan 
KPBU. 

• Mengimplementasikan inovasi “Three Bold Actions” sebagai terobosan untuk 
menutup funding gap infrastruktur serta percepatan pelaksanaan Proyek KPBU. 

• Menyusun Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR. 

• Melakukan reformasi KPBU sektor bidang PUPR. 

• Memperkuat Dashboard Simpul KPBU sebagai alat untuk memantau dan 
mengevaluasi perkembangan Proyek KPBU. 

• Memperluas kerjasama dengan perbankan dan instansi terkait untuk 
mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien 
dan akuntabel. 

• Melakukan optimalisasi fitur integrasi antara FLPP dan SBUM (e-flpp 2.0), dalam 

mengurangi gap waktu penyaluran dan jumlah unit antara FLPP dan SBUM. 

 

• Terbatasnya inovasi pembiayaan infrastruktur non APBN. 

• Durasi pelaksanaan tahapan Penyiapan KPBU, pemenuhan Readiness 
Criteria, dan Transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama. 

•  Adanya perubahan/dinamisasi kebijakan pelaksanaan KPBU. 

• Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian 

PUPR. 

Isu Strategis/Kendala dalam Pencapaian Program  
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1.  BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden (Perpres)      

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) serta Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) sebagai entitas unit organisasi 

di Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan SAKIP. 

Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan SAKIP adalah Pelaporan 

Kinerja.  

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Secara umum, Laporan Kinerja 

menjelaskan tingkat pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan dalam 

mencapai kinerja serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan di masa yang akan 

datang.  

Penyusunan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023 bertujuan untuk 

mengimplementasikan SAKIP secara efisien dan efektif serta sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan representasi akuntabilitas kinerja DJPI. Dalam menyusun 

laporan ini, DJPI telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Badan 

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal selaku koordinator 

penyusunan laporan kinerja internal di lingkungan Kementerian PUPR, serta dengan 

Kementerian PAN dan RB sebagai koordinator laporan kinerja instansi pemerintah. 

Dengan demikian, diharapkan laporan kinerja DJPI dapat memenuhi standar pelaporan 

akuntabilitas baik internal Kementerian PUPR maupun nasional, sehingga mampu 

meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan dan memberikan 

umpan balik (feedback) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. 
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Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Koordinasi dan Sinkronasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

1.2 Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri PUPR 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, DJPI merupakan unit organisasi yang menangani 

pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian 

sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 2020 – 2024. Selain itu, DJPI juga ditetapkan sebagai Simpul Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian PUPR berdasarkan 

Keputusan Menteri PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Simpul KPBU 

di Kementerian PUPR. Tugas dan fungsi DJPI adalah sebagai berikut. 

A. Tugas 

DJPI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

B. Fungsi 

DJPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  
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Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidan pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Fungsi Organisasi DJPI 

Sumber: Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian PUPR 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR dan 

Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

PUPR, DJPI terdiri atas enam Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:  

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan. 

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan. 

3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. 

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. 

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman. 

6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. 
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Gambar 1.2 Struktur Organisasi DJPI 

Sumber: Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian PUPR  

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan 

DJPI adalah sebagai berikut: 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh 

unsur di lingkungan Direktorat Jenderal 

Fungsi : a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan. 

b. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, 

perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran. 

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan. 

d. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern 

pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal. 
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e. Pelaksanaan penatausahaan BMN. 

f. Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi 

organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi. 

g. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional. 

h. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat 

Jenderal. 

i. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi 

advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum. 

j. Pelaksanaan administrasi perjanjian  kerja sama pemerintah 

dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan 

perumahan. 

k. Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh tiga Bagian, terdiri dari: 

a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan. 

b. Bagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. 

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan 

bantuan pembiayaan perumahan. 
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Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem 

dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan 

perumahan. 

b. Penyusunan   rencana dan pengembangan strategi, serta rencana 

strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum 

dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan 

perumahan. 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan 

strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum 

dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan 

perumahan. 

d. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama 

pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan 

dan bantuan pembiayaan perumahan. 

g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan 

dan bantuan pembiayaan perumahan. 

h. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem 

pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal. 
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i. Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan 

dan bantuan pembiayaan perumahan. 

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan 

dan bantuan pembiayaan perumahan. 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan 

Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu 

Bagian, yaitu: 

a. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur. 

b. Sub Direktorat Kepatuhan Intern. 

c. Sub Bagian Tata Usaha. 

3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. 

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan 

infrastruktur sumber daya air. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur sumber daya air. 

c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur sumber daya air. 

d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. 

e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. 
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f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. 

g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur sumber daya air. 

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. 

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Sumber Daya Air didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, 

yaitu: 

a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi. 

b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi. 

c. Sub Bagian Tata Usaha. 

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. 

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur jalan dan jembatan. 

c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur jalan dan jembatan. 

d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan 

jembatan. 
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e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan 

jembatan. 

f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. 

g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. 

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. 

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Jalan dan Jembatan didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu bagian, 

yaitu: 

a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi. 

b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi. 

c. Sub Bagian Tata Usaha. 

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. 

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur permukiman. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur permukiman. 

c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur permukiman. 

d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. 
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e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.  

f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. 

g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur permukiman. 

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman. 

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Permukiman didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu: 

a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi. 

b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi. 

c. Sub Bagian Tata Usaha. 

6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan 

pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan 

pembiayaan perumahan. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan 

perumahan. 

c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan 

infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan 

perumahan. 
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d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema 

pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan 

usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur 

perumahan. 

f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, 

kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 

g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan 

dan bantuan pembiayaan perumahan. 

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan 

dan bantuan pembiayaan perumahan. 

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Perumahan didukung oleh tiga Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu: 

a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi. 

b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi. 

c. Sub Direktorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. 

d. Sub Bagian Tata Usaha.  

 

1.4 Isu Strategis  

 Kementerian PUPR sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia, telah melakukan berbagai 

upaya dan strategi percepatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur.  
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Selama periode 2015-2019, capaian pembangunan infastruktur Kementerian PUPR di 

masing-masing sektor adalah sebagai berikut:  

1. Sumber Daya Air, meliputi pembangunan dan rehabilitas/peningkatan 

bendung/waduk/embung /bangunan penampung air lainya serta restorasi sungai, 

revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir 

tahun 2019 meliputi: bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, 

terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru, 

embung yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah, 1.005.402 Ha jaringan irigasi 

baru telah terbangun, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3.021.105 Ha, 

pembangunan air baku sebanyak 30,70 m3/detik, pembangunan/rehabilitasi 

pengendali sedimen dan lahar sebanyak 330 buah dan pembangunan/rehabilitasi 

sarana dan prasarana pengendali daya rusak air sebanyak 1.485 km. 

2. Jalan dan Jembatan, yaitu capaian 2015-2019 untuk pembangunan jalan dan 

jembatan baru dengan panjang masing-masing 3.867 km dan 58.346 m. Selain 

itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 

1.500 km.  

3. Perumahan, meliputi pembangunan rumah susun sebanyak 48.792 unit, rumah 

khusus 23.960 unit, rumah swadaya sebanyak 735.856 unit dan bantuan PSU 

Perumahan 119.612 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan 

bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak mencapai 

1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707.212 unit. 

4. Permukiman, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 

2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, 

Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 

23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 

2019. 

Adapun untuk rencana pembangunan infrastruktur di periode 2020-2024, 

sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, memproyeksikan kebutuhan investasi untuk 

mendanai kebutuhan infrastruktur selama lima tahun adalah sebanyak Rp2.058 Triliun. 

Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut diproyeksikan 

tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah dan diperkirakan hanya 
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mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp623 Triliun, sehingga terdapat 

funding gap dalam penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama 

lima tahun kedepan. 

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024, alokasi 

pendanaan APBN hanya mampu mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran 

atau sebesar Rp889 Triliun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan 

infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan 

mendesak, oleh karena itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang 

komprehensif untuk memenuhi gap funding yang ada. 

Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di 

lingkungan Kementerian PUPR melalui Unit Organisasi yang secara khusus menangani 

pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu DJPI. Amanat untuk 

penyelenggaran pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, 

khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya 

menjadi tantangan tersendiri bagi DJPI, mengingat besarnya funding gap penyediaan 

infrastruktur yang ada.  

Isu strategis lainnya yang dihadapi DJPI, antara lain sebagai berikut:              

(1) perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum 

mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN, (2) belum adanya kriteria proyek 

KPBU untuk semua sektor di Kementerian PUPR, (3) belum efektifnya kelembagaan 

Simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU, (4) keterbatasan dokumen KPBU 

yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU, (5) proses pelaksanaan 

proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama, (6) dukungan kelayakan proyek 

dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh 

proyek KPBU, (7) proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN, (8) 

masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK, (9) ketersediaan lahan 

yang clear dan clean untu proyek KPBU, (10) pengembangan skema pembiayaan 

perumahan, kualitas perumahan MBR masih belum berwawasan lingkungan. 
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Meskipun dihadapkan pada tantangan penyediaan pembiayaan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan yang sangat besar, DJPI optimis untuk dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 

DJPI memiliki aspek strategis/kemampuan dalam menjawab isu strategis yang 

dihadapi dengan terbukanya peluang untuk melakukan reformasi kebijakan 

penyelenggaraan KPBU dalam bidang PUPR serta pengembangan skema pembiayaan 

infrastruktur yang kreatif dan inovatif.  

Beberapa potensi di lingkungan DJPI meliputi pembiayaan infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan serta pembiayaan perumahan. Potensi di bidang 

pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut: 

1. DJPI ditugaskan sebagai Simpul KPBU sesuai Kepmen PUPR                                

Nomor 641/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha di Kementerian PUPR. 

2. Target penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan cukup tinggi, 

sedangkan ketersediaan APBN terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif 

pembiayaan proyek melalui pendanaan non APBN. 

3. KPBU pada proyek Non Jalan Tol masih banyak yang belum terlaksana sehingga 

potensinya masih sangat besar. 

4. Tersedianya peraturan terbaru terkait tata kelola KPBU yang mempunyai tujuan 

mempercepat dan penyederhanaan proses KPBU.  

5. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan non APBN. 

6. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan DJPI yang memahami 

dan mempunyai pengalaman pada tahap penyiapan dan transaksi KPBU. 

7. Tersedianya beragam aplikasi yang memudahkan pelaksanaan KPBU di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
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Adapun potensi di bidang pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan APBN dalam menangani tingginya kebutuhan rumah, menjadi 

potensi pengembangan berbagai skema pembiayaan. 

2. Kelembagaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang 

semakin menguat. 

3. Potensi pertambahan rumah tangga baru sebesar 720.000-800.000 rumah tangga 

belum sebanding dengan pasokan rumah bersubsidi sebesar 200.000 Unit per 

tahun. 

4. Komitmen Pemerintah untuk memperluas akses terhadap Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui perluasan skema, sumber pendanaan dan 

pengembangan regulasi. 

5. Target major project pembangunan rumah susun di perkotaan sebanyak 

1.000.000 Unit selama 2020-2024. 

6. Terdapat perluasan tugas PT SMF (Persero) dalam ekosistem pembiayaan 

perumahan, sehingga potensinya perlu terus dioptimalkan. 

7. Terdapat aplikasi pendataan perumahan (HREIS) yang mulai digunakan oleh 

beberapa pihak untuk sumber analisa data. 

Terhadap potensi-potensi di atas, DJPI telah menyusun Rancangan Permen PUPR 

(Rapermen) terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan mencabut Permen PUPR Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 

dalam Penyediaan Infrastruktur yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi bisnis 

proses pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, serta pembagian wewenang yang 

lebih jelas, efektif, dan efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU dan 

sebagai upaya pemenuhan funding gap penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui 

sumber pendanaan non-APBN. Selain itu, DJPI akan melakukan reformasi sektor KPBU 

bidang PUPR yaitu: 

Sektor Sumber Daya Air melalui KPBU yang mendukung Energi Baru Terbarukan, 

Global Water and Resilience Fund, Endowment Fund, dan Hybrid Annuity Model.  
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Sektor Jalan dan Jembatan melalui implementasi Land Value Capture, Estafet Financing, 

Hybrid Annuity Model, Minimum Revenue Guarantee, dan VGFinancing. Sektor Permukiman 

melalui implementasi Source-to-tap, New Bussines Model, adanya standardisasi tarif air 

minum, dan pengembangan konsep Global Water Fund. Sektor Perumahan melalui 

ekosistem pembiayaan perumahan, Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP), 

Modifikasi FLPP, KPBU Perumaha, serta pembiayaan perumahan yang inklusif meliputi 

Staircasing Shared Ownership (SSO) untuk kategori Urban Housing dan Housing Micro Finance 

(HMF)& Incremental Housing  serta Rent-to-Own (RTO) untuk Rural and Non-fixed income. 

 

1.5 Sistematika Laporan 

Laporan kinerja ini disusun secara sistematis dan terstruktur yang mengacu 

pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di 

Kementerian PUPR, dan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 

tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Buku 

Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR sebagaimana telah diedarkan 

oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.  

Pada laporan kinerja DJPI tahun 2023 diuraikan penjelasan dari masing-masing Bab 

dan Subbab. Sistematika laporan kinerja DJPI tahun 2023 adalah sebagai berikut. 

1. BAB I Pendahuluan 

 Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, gambaran umum organisasi 

(tugas, fungsi, dan struktur organisasi), serta isu strategis. 

2. BAB II Perencanaan Kinerja 

 Pada  bab  ini  dijelaskan  mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi, 

program/kegiatan, sasaran dalam Renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang 

disajikan melalui uraian Renstra DJPI 2020—2024, PK DJPI 2023, dan target 2023 

menurut Renstra. 
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3. BAB III Kapasitas Organisasi 

 Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang 

dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai analisis terhadap sumber 

daya yang dimiliki.  

4. BAB IV Akuntabilitas Kinerja 

 Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi 

anggaran DJPI 2023, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya 

peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi 

anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, serta inovasi dan/atau 

kinerja lain. 

5. BAB V Penutup 

 Pada  bab  ini  diuraikan  simpulan  umum  atas  capaian  kinerja,  faktor pendukung 

keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta 

rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja. 

6. Lampiran 

 Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain meliputi 

Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara 

Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Penghargaan, dan Dokumentasi 

Kegiatan. 
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2.   BAB II 

      PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1 Rencana Strategis  

Rencana strategis (Renstra) DJPI tahun 2020-2024 merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun kedepan. 

Renstra ini berisikan tujuan, sasaran program, arah kebijakan, strategi, target kinerja, 

program dan kegiatan yang disinergikan dengan tugas dan fungsi DJPI dalam 

mendukung pembangunan infrastruktur serta pencapaian sasaran strategis 

Kementerian PUPR yang selaras dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. 

2.1.1 Visi  

Visi Kementerian PUPR sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian 

PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Visi Kementerian PUPR 

2.1.2 Misi 

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PUPR tahun 2020-2024, maka 

Kementerian PUPR menetapkan Misi Kementerian yang merupakan langkah kegiatan 

yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR tahun 2023.  

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, 

Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden 

dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 

Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 
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Adapun misi Kementerian PUPR tahun 2023 sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut. 

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, 

dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan 

pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam 

menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, 

perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah 

yang terpadu.  

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, 

perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, 

dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Merujuk pada RPJMN tahun 2020-2024, arah utama pembangunan nasional 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal 

tersebut dapat tercapai melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor dan 

bidang dengan mengedepankan struktur perekonomian yang berlandaskan pada 

keunggulan kompetitif melalui SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat empat 

pilar RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu: 

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap. 

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. 

3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh. 

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan Kementerian PUPR bidang 

pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah penguatan peran 

dan kontribusi dari para pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga mampu 

berpartisipasi aktif dalam implementasi sistem dan alternatif pembiayaan 

pembangunan serta pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan 

berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan 

pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan 

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan 

pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. 

Kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur pekerjaan 

umum dan perumahan. 

2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan 

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 

3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

4. Peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

dalam rangka mendukung pencapian Visium 2020-2024. 

5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU melalui three 

bold actions. 

6. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel. 
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7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan, 

baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan 

peningkatan kualitas rumah swadaya. 

8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan 

perumahan.  

9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder, baik melalui peningkatan nilai 

sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (refinancing). 

10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera. 

11. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pembiayaan perumahan, 

melalui sosialisasi, fasilitasi dan advokasi. 

Permasalahan yang dihadapi meliputi: 

1. Proses Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja 

sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di 

Kementerian PUPR. 

2. Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR 

dengan Kantor Bersama KPBU. 

3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur pekerjaan umum dan 

perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024. 

4. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. 

5. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan 

melalui bundling infrastruktur. 

6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian PUPR yang berfungsi 

sebagai bridging finance KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas 

dan fungsi DJPI. 

7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment) 

untuk proyek unsolicited. 
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8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari badan 

usaha pemrakarsa.  

9. Percepatan tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU melalui three bold actions. 

10. Refocusing kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang pekerjaan umum dan 

perumahan. 

11. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung KPBU 

dalam meningkatkan daya ungkit dan scale up pembiayaan infrastruktur. 

12. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk 

meningkatkan penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah umum. 

13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk 

meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah 

swadaya dari sisi demand dan supply. 

14. Mengembangkan pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat  (Tapera) 

untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan 

lahan. 

15. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan. 

16. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA. 

17. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Perumahan melalui 

sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.  

18. Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung major project 

perumahan publik. 

Sasaran strategis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah 

sebagai berikut: 

1. Terlaksananya penyusunan Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) di 

bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

2. Terlaksananya fasilitasi perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek KPBU 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 
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3. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. 

4. Terwujudnya peran dan fungsi DJPI sebagai simpul KPBU Kementerian PUPR. 

5. Tersusunnya skema kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik 

dalam rangka pemilikan rumah umum maupun pembangunan dan peningkatan 

kualitas rumah swadaya yang lebih efektif dan efisien. 

6. Terlaksananya fasilitasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar 

pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana Penyertaan Modal 

Negara (PMN) pada PT. SMF (Persero), dan mendorong penerbitan regulasi yang 

mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. 

7. Terlaksananya program bantuan/subsidi di bidang pembiayaan perumahan 

sebanyak 968.654 Unit. 

8. Terlaksananya fasilitasi pembiayaan perumahan dari Lembaga Keuangan 

sebanyak 550.000 Unit. 

2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan  

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 

dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat, yang terbagi menjadi: 

1. Program Teknis yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja 

yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan 

eksternal). Program teknis meliputi: (1) program ketahanan sumber daya air,        

(2) program infrastruktur konektivitas, dan (3) program perumahan dan kawasan 

permukiman. Dalam mendukung hal tersebut, DJPI mendukung program 

perumahan dan kawasan permukiman. 

2. Program Generik yaitu program-program Kementerian/ Unit Organisasi/ Unit 

Kerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau 

administrasi pemerintahan. Program generik meliputi: (1) program pendidikan dan 

pelatihan vokasi, serta (2) program dukungan manajemen. Dalam mendukung hal 

tersebut, DJPI mendukung program dukungan manajemen.  
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Berikut ini adalah penjelasan mengenai dua program utama yang menjadi tanggung 

jawab DJPI tahun 2020-2024. 

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Program ini merupakan bagian dari sasaran strategis ketiga (SS-3), yakni 

Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang 

Layak, Aman dan Terjangkau dengan indikator kinerja salah satunya berupa 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layak Huni. Capaian Indikator kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) tersebut diperoleh dari kontribusi kinerja Direktorat Jenderal Cipta 

Karya (DJCK) sebesar 50%, Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) sebesar 25% 

dan DJPI sebesar 25%.  

Apabila dilihat secara detail program ini memilki: Sasaran program yaitu 

Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak 

dan Aman, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) mencakup Tingkat 

Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat 

Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Sasaran kegiatannya yaitu 

Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dengan Indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yakni Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas 

Bantuan Pembiayaan Perumahan. 

Pada tahun 2023, terdapat perubahan target pada IKK Tingkat Pencapaian 

Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan 

tahun 2022 menyesuaikan pembubaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 

Perumahan (PPDPP) sebagaimana ditetapkan pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana 

Pembiayaan Perumahan pada tanggal 26 Agustus 2022. Berdasarkan Renstra DJPI 

tahun 2020-2024, Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan 

Fasilitasi Pembiayaan dalam Renstra DJPI 2020-2024 diukur menggunakan dua 

indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan 

Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan 

Pembiayaan Perumahan, dan (2) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan 

Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh 

PPDPP. Namun, karena PPDPP telah bubar, maka terdapat perubahan indikator 
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kinerja yang semula dua indikator kinerja sebagaimana disebutkan di atas menjadi 

satu indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi 

Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100% (dilaksanakan penuh oleh 

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan). Perubahan tersebut telah 

menyesuaikan alokasi anggaran di DIPA dan telah dituangkan dalam PK Direktorat 

PPP Tahun 2023. 

Dalam rangka mencapai target program dan mendukung sasaran strategis guna 

mencapai visium Kementerian PUPR TA. 2020-2024, tentu tidak terlepas dengan 

berbagai pendekatan, diantaranya mengintegrasikan perspektif gender dalam 

berbagai program bantuan pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh DJPI. 

Pengarusutamaan gender diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk 

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program 

pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, 

kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-

anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta 

kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, 

partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil 

pembangunan. 

Salah satu langkah konkret adalah dengan memberikan kuota khusus bagi 

kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan perempuan 

berpenghasilan rendah untuk mengakses KPR subsidi dan bantuan uang muka 

perumahan. Selain itu, skema khusus dengan persyaratan ringan juga perlu 

dirancang agar dapat menjangkau lebih banyak perempuan yang membutuhkan. 

Dengan meningkatkan akses terhadap hunian yang terjangkau dan layak bagi 

perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga akan semakin 

meningkat. Kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang perumahan merupakan 

kunci penting bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif. 

2. Program Dukungan Manajemen 

Program ini merupakan bagian dari Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni 

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 
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dengan indikator kinerja salah satunya berupa Tingkat Pemenuhan 

Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang 

didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.  

Sasaran program ini yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 

Lainnya, dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. 

b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi 

pembiayaan yag efisien dan efektif. 

Sasaran kegiatan terhadap program di atas adalah sebagai berikut 

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (diampu oleh 

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan atau Setditjen PI). 

2. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

(diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan atau PSSPP). 

3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan (diampu oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PPIJJ), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Permukiman (PPIP), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Perumahan (PPP)). 
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2.2 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja (PK) DJPI tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen 

pelaksanaan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA) dengan indikator 

kinerja mengacu pada Renstra. Selama tahun 2023, DJPI telah menyusun tiga 

dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat.  Dari ketiga dokumen PK tersebut, dua diantaranya merupakan dokumen revisi 

PK. Penyusunan ketiga dokumen PK tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan 

lingkungan strategis internal dan eksternal di Kementerian PUPR yang berdampak 

pada target kinerja DJPI. Ikhtisar mengenai PK awal, PK revisi, serta kronologi proses 

perubahan PK akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal 

PK awal antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

ditandatangani pada bulan Januari 2023. Penetapan PK awal telah mempertimbangkan 

capaian kinerja pada tahun sebelumnya dan selaras dengan Renstra DJPI 2020-2024. 

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas pada laporan kinerja DJPI tahun 2022, DJPI 

berhasil mencapai target IKSS yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan 

strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian sebesar 107,57%.  

Selain itu, DJPI juga berhasil mencapai target IKSP yaitu Tingkat 

Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap 

dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien 

dan efektif dengan capaian sebesar 102,37%. Namun, untuk IKSP Tingkat Pemenuhan 

Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan 

Bantuan Pembiayaan Perumahan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan 

capaian sebesar 95,06%. Rincian PK Awal DJPI tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 
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Gambar 2.2 Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2023 
 

Tabel 2.1 PK Awal DJPI Tahun 2023 

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program Target 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

SP Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan 

Permukiman yang Layak dan Aman 
 

1 Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan 

Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan 

Perumahan 

100,00% 

Program Dukungan Manajemen 

SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

1 Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, 

Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif 

100,00% 

2 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan 

Tugas Teknis Lainnya 
79,26% 

 

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir 

PK akhir antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

ditandatangani pada bulan Desember 2023. Pada PK tersebut, terdapat perubahan 

target kinerja pada SP-2 yakni Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian 

PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, semula 79,26% menjadi 87,81%. Revisi target ini 

menyesuaikan target PK revisi Sekretariat Jenderal. Rincian PK Akhir DJPI tahun 2023 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 PK Akhir DJPI Tahun 2023 

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program Target 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

SP Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan 

Permukiman yang Layak dan Aman 
 

1 Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan 

Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan 

Perumahan 

100,00% 

Program Dukungan Manajemen 

SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

1 Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, 

Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif 

100,00% 

2 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan 

Tugas Teknis Lainnya 
87,81% 

 

2.2.3 Kronologi Perubahan PK 

Terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2023, PK DJPI mengalami dua 

kali perubahan sehingga terdapat tiga dokumen PK yaitu dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. PK Awal ditetapkan pada tangal 27 Januari 2023, dengan total anggaran sebesar 

Rp4.518.439.391.000. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program 

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Pada 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki anggaran sebesar 

Rp4.381.752.033.000,00 dengan target IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas 

Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitasi dan Bantuan 

Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 100%. Pada Progam Dukungan 

Manajemen memiliki anggaran sebesar Rp136.687.358.000 dengan target IKSP 

satu yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan 

Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 100% dan IKSP dua 

yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis 

Lainnya adalah sebesar 79,26%. 
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2. PK Revisi Pertama ditetapkan pada tanggal 29 September 2023, dengan total 

anggaran sebesar Rp4.549.555.796.000. Dari total anggaran tersebut untuk 

mendukung Program Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.381.752.033.000, 

sedangkan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen alokasi anggaran 

sebesar Rp 167.803.763.000.  Revisi ini dilakukan karena: (1) realokasi anggaran 

K/L yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar 

Rp6.0000.0000.000, (2) perubahan anggaran yang bersumber dari 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri, (3) revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA, 

dan (4) perubahan target IKSP dua pada Program Dukungan Manajemen yaitu 

Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis 

Lainnya semula sebesar 79,26% menjadi 87,81% mengacu pada Revisi PK 

Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebagai koordinator dari kinerja IKSS 

Tingkat Kualitas tata kelola Kementerian PUPR. 

3. PK Revisi Kedua ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dengan total 

anggaran sebesar Rp4.595.712.037.000. Dari total anggaran tersebut untuk 

mendukung Program Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 4.437.724.033.000, 

sedangkan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen alokasi anggaran 

sebesar Rp157.988.004.000. Revisi ini dilakukan karena: (1) Pergeseran Belanja 

Pegawai Operasional, (2) pergeseran pagu dari Direktorat PPISDA, (3) pemenuhan 

kekurangan belanja operasional Direktorat PPIP, dan (4) drop loan sebesar 

Rp9.815.759.000 dan (5) revisi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar             

Rp55.972.000.000. 
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Tabel 2.3 Kronologis Perubahan Target PK DJPI Tahun 2023 

Sasaran Program/Indikator  

Sasaran Program 

Target PK (%) 

Awal Rev I Rev II 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

SP Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang 

Layak dan Aman 

1 Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga 

Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan 

Bantuan Pembiayaan Perumahan 

100,00 100,00 100,00 

Program Dukungan Manajemen 

SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

1 Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan 

dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi 

Pembiayaan yang Efisien dan Efektif 

100,00 100,00 100,00 

2 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian 

PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 
79,26 87,81% 87,81% 

 

2.3 Metode Pengukuran 

DJPI mendukung pencapaian kinerja dua sasaran program, yaitu (1) 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan (2) Program Dukungan 

Manajemen. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

Nomor PR 0204-kw/03 hal Penyampaian Hasil Kuesioner dan Persiapan Penyusunan 

Laporan Kinerja 2023, dijelaskan bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya 

Revisi Renstra Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, pengukuran 

capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan 

Sasaran Strategis) dalam Laporan Kinerja tahun 2023 tetap mengacu pada Lampiran 

3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.  

 



 

  
Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023 32 

2.3.1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Capaian IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga 

Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan 

Perumahan dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah rumah tangga 

berpenghasilan rendah yang mendapatkan subsidi perumahan dari DJPI meliputi 

program FLPP, SMF, dan Tapera dengan target. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Program Bantuan Pembiayaan Perumahan DJPI 

2.3.2 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

A. IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan 

Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif 

IKSS ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan 

pembobotan (%) sebagai berikut. 

1. Indikator 1 (30%) 

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, 

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan dibandingkan dengan target. Responden pada survei 

ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR. 
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2. Indikator 2 (70%) 

Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum 

dan Perumahan yang diukur berdasarkan Nilai investasi/pembiayaan KPBU 

yang dihasilkan dari kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan 

dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang 

masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU 

 
B. IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan 

dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif 

IKSP ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan 

pembobotan (%) sebagai berikut. 

1. Indikator 1 (30%) 

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan 

Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Responden 

pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR. 
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2. Indikator 2 (70%) 

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap 

dikerjasamakan dari kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan 

dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket 

Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) 

dibandingkan dengan target. 

C. IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan 

Tugas Teknis Lainnya 

Capaian IKSP ini dihitung melalui kinerja IKK Setditjen PI dikali dengan target 

IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas 

Teknis Lainnya.  

 

2.4 Target Kinerja DJPI Tahun 2023 Berdasarkan Renstra 

Penetapan target kinerja DJPI tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada 

Renstra tahun 2020-2024. Adapun target kinerja tahunan DJPI dijabarkan secara rinci 

dalam dokumen PK. Capaian kinerja DJPI tahun 2023 akan dievaluasi berdasarkan 

target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK tersebut.  

2.4.1 Target Kinerja Berdasarkan Renstra 

  Target kinerja DJPI tahun 2023 berdasarkan Renstra 2020-2024 dapat dilihat 

pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra 

Sasaran Program/Indikator  

Sasaran Program 

Target Kinerja (%) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

SP Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan  

Permukiman yang Layak dan Aman 

IKSP  Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga 

Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas 
dan Bantuan Pembiayaan Perumahan 

100 100 100 100 100 

Program Dukungan Manajemen 

SS  Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 

IKSS  

Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi 
Pembiayaan Efisien dan Efektif 

100 100 100 100 100 

SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 

IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap 

dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, 
dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif 

100 100 100 100 100 

IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen 

Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 
55,92 63,35 71,54 87,81* 84,12 

Keterangan: *) Penyesuaian target dengan Revisi Akhir PK DJPI, target awal Renstra 79,26% 

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024 

Pada Tabel 2.4, target kinerja DJPI tahun 2023 pada IKSP Tingkat Pemenuhan 

Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan 

Bantuan Pembiayaan Perumahan, IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan 

Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif, dan IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan 

didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif, telah 

sesuai dengan target Renstra DJPI. Namun, target untuk IKSP Tingkat Kualitas 

Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya mengalami 

perubahan karena menyesuaikan dengan target Sekretariat Jenderal sebagai 

pengampu sasaran program ini yang semula 79,26% menjad 87,81% dan dituangkan 

pada Revisi Akhir PK DJPI Tahun 2023. 
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2.4.2 Target Kinerja Eselon II DJPI 

Pencapaian target kinerja DJPI tahun 2023 yang tercantum pada Tabel 2.4 

didukung oleh realisasi kinerja seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI. 

Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, target pencapaian indikator kinerja kegiatan 

(IKK) masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut. 

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Target IKK Setditjen PI dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.5 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

No Indikator Kinerja Kegiatan Target (%) 

1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, 
Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan 
Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

15,00 

2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

15,00 

3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan 
Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

10,00 

4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 

10,00 

5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 

15,00 

6 Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu 
dan Berorientasi Publik 

10,00 

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024 

B. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan 

Pembiayaan 

Target IKK Direktorat PSSPP dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.6 Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan 

No Indikator Kinerja Kegiatan Target (%) 

1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan 
dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 

100,00 

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024  
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C. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 

Target IKK Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.7 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Sumber Daya Air 

No Indikator Kinerja Kegiatan Target (%) 

1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan 
Infrastruktur Sumber Daya Air 

25,00 

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024 

D. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

Target IKK Direktorat PPIJJ dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.8 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

No Indikator Kinerja Kegiatan Target (%) 

1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan 
Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

25,00 

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024 

E. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 

Target IKK Direktorat PPIP dapat dilihat pada Tabel 2.10. 

Tabel 2.9 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Permukiman 

No Indikator Kinerja Kegiatan Target (%) 

1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan 
Infrastruktur Permukiman 

25,00 

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024 

F. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 

Target IKK Direktorat PPP dapat dilihat pada Tabel 2.11 yang terdiri menjadi 2 

lokus yaitu terkait KPBU dan pembiayaan perumahan. Berkaitan dengan 

pembiayaan perumahan, dengan memperhatikan telah bubarnya PPDPP 

sebagaimana ditetapkan pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan 

Perumahan pada tanggal 26 Agustus 2022, maka terdapat perbedaan indikator 
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kinerja. Hal ini dapat dilihat pada Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya 

Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan dalam Renstra DJPI 2020-2024 

diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian 

Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang 

dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan (2) 

Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan 

Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh PPDPP. Memperhatikan bubarnya 

PPDPP, maka terdapat perubahan indikator kinerja yang semula dua indikator 

kinerja sebagaimana disebutkan di atas menjadi satu indikator kinerja yaitu 

Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan 

dengan target sebesar 100% (dilaksanakan penuh oleh Direktorat PPP). 

Perubahan tersebut telah menyesuaikan alokasi anggaran di DIPA dan telah 

dituangkan dalam PK Direktorat PPP Tahun 2023. 

Tabel 2.10 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Perumahan 

No Indikator Kinerja Kegiatan Target (%) 

1 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan 
Perumahan 

25,00 

2 Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan 
Pembiayaan Perumahan 

100,00 

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024 dengan penyesuaian karena bubarnya PPDPP 
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3.       BAB III  

                KAPASITAS ORGANISASI 

 

 

3.1 Sumber Daya Manusia  

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dan 

utama dalam proses pencapaian kinerja organisasi. Peran strategis SDM menentukan 

arah tata kelola instansi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Kementerian PUPR 2020-2024. Pelaksanaan internalisasi core value Aparatur 

Sipil Negara (ASN) BerAkhlak di lingkungan Kementerian PUPR bertujuan untuk 

meningkatkan peran SDM yang unggul dan mampu menujang pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi.  

Dalam kerangka organisasi, terdapat keterkaitan antara kinerja individu dengan 

kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencapaian target kinerja 

organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan sasaran program dan 

kegiatan, tetapi juga dihasilkan dari peran serta kontribusi kinerja individu melalui 

pencapaian sasaran kinerja pegawai (SKP).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Implementasi Core Value ASN BERAKHLAK 
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Pengelolaan kinerja pegawai di DJPI pada tahun 2023 mengacu Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. 

Untuk mendukung hal tersebut dan mewujudkan pegawai ASN yang berintegritas, 

berkinerja tinggi dan profesional, DJPI secara rutin menyelenggarakan workshop atau 

internalisasi, pelatihan dan evaluasi pengembangan kompetensi bagi pegawainya. 

Dengan demikian, pengelolaan kinerja individu dan organisasi di DJPI dapat berjalan 

sinergis untuk mendorong peningkatan kinerja DJPI secara berkelanjutan. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengembangan 

Pegawai ASN.  

Rekapitulasi SDM dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, meliputi: 

status, golongan, jabatan, pendidikan dan usia. Pengelompokan berdasarkan jenis 

kelamin dilakukan untuk mendukung pelaksananaan pengarusutamaan gender di 

lingkungan Kementerian PUPR. Berikut merupakan analisis SDM di DJPI tahun 2023.  

3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status 

Jumlah pegawai di DJPI berdasarkan status sebanyak 423 orang, terdiri dari 

242 ASN (57,21%) dan 181 non-ASN (42,79%). Terdapat selisih sebanyak 61 orang, 

yang menunjukkan bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih cukup besar. Oleh karena itu, untuk 

dapat mencapai target kinerja, DJPI telah mengusulkan penambahan formasi ASN 

kepada Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (BKO), Kementerian PUPR. 

Penambahan ASN ini penting untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI secara optimal. Selain itu, DJPI juga telah 

menyusun program pengembangan kompetensi bagi ASN yang ada saat ini, sehingga 

kapasitas dan kinerja ASN dapat terus ditingkatkan.  

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status 

No Unit Kerja 

ASN Non ASN 

Jumlah PNS P3K Honorer TPI 

P L P L P L P L 

1 
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
 1       1 

2 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 

22 32  2 10 41 8 10 125 
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No Unit Kerja 

ASN Non ASN 

Jumlah PNS P3K Honorer TPI 

P L P L P L P L 

3 
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan 
11 17 3 2 2 5 9 8 57 

4 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Sumber Daya Air 

11 13 1 5 2 6 5 3 46 

5 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Jalan dan Jembatan 
18 14 1 8 2 4 9 1 57 

6 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Permukiman 
12 14 3 2 2 6 2 12 53 

7 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Perumahan 

18 22 5 5 1 7 6 20 84 

Total 92 113 13 24 19 69 39 54 423 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 

3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

PNS DJPI 2023 sebanyak 205 orang didominasi oleh pegawai golongan III 

sejumlah 157 orang (76,58%). Sementara itu, pegawai golongan II dan IV secara 

berurutan berjumlah 8 orang (3,90%) dan 40 orang (19,51%).  Dominasi PNS 

golongan III ini mengindikasikan mayoritas PNS DJPI masih berada pada level penata 

dalam jenjang karir kepegawaian. Oleh karena itu, DJPI berupaya meningkatkan 

jumlah PNS dengan golongan yang lebih tinggi, yaitu golongan IV melalui promosi 

jabatan dan pengembangan karir berkelanjutan. Peningkatan jumlah PNS golongan IV 

penting dilakukan agar DJPI memiliki pegawai dengan kemampuan dan pengalaman 

yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.  

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

No Unit Kerja 

Golongan 

I II III IV 

P L P L P L P L 

1 
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
       1 

2 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 

  2 4 15 22 5 6 

3 
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi 

Penyelenggaraan Pembiayaan 
    10 15 1 2 

4 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Sumber Daya Air 

   1 11 8  4 

5 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Jalan dan Jembatan 
    11 13 7 1 

6 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 

Infrastruktur Permukiman 
    9 14 3  

7 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan    1 15 14 3 7 

Total   2 6 71 86 19 21 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 
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3.1.2 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Berdasarkan kelompok jabatannya, jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 

(JFT) sebanyak 188 orang (77,68%). Sementara itu, jumlah Jabatan Fungsional Umum 

(JFU) sebanyak 28 orang (11,57%), sedangkan 10,75% merupakan gabungan dari 

jumlah pegawai dengan jenis jabatan Eselon I, II, III dan IV. 

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 

No Jenis Jabatan 

ASN 

Jumlah PNS P3K 

P L P L 

1 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

 Eselon I  1   1 

 Eselon II  1   1 

 Eselon III 1 2   3 

 Eselon IV     0 

 JFU 4 7   11 

 JFT 17 22  2 41 

2 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

 Eselon II  1   1 

 Eselon III 1 1   2 

 Eselon IV  1   1 

 JFU 3 1   4 

 JFT 8 12 3 2 25 

3 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 

 Eselon II  1   1 

 Eselon III  2   2 

 Eselon IV 1    1 

 JFU  1   1 

 JFT 10 9 1 5 25 

4 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

 Eselon II 1    1 

 Eselon III 2    2 

 Eselon IV  1   1 

 JFU 1    1 

 JFT 14 13 1 8 36 
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No Jenis Jabatan 

ASN 

Jumlah PNS P3K 

P L P L 

5 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 

 Eselon II 1    1 

 Eselon III 2    2 

 Eselon IV  1   1 

 JFU     0 

 JFT 9 13 3 2 27 

6 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 

 Eselon II  1   1 

 Eselon III  3   3 

 Eselon IV 1    1 

 JFU 8 3   11 

 JFT 9 15 5 5 34 

Total 93 112 13 24 242 

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum No. Kp0601–Ps 2/85 tanggal 13 
Desember 2023 Hal Data Pegawai DJPI Tahun 2023  

3.1.3 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai 

berbasis kompetensi, DJPI senantiasa melakukan pengembangan pegawai melalui 

jalur pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar dan beasiswa. 

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu 

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.  

Pada tahun 2023, jumlah pegawai DJPI berdasarkan tingkat pendidikan 

sebanyak 423 orang dengan mayoritas berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 227 

orang (53,66%) dan Master (S-2) sebanyak 124 orang (29,31%). Terdapat satu 

orang pegawai yang memiliki pendidikan Doktor (S-3) di DJPI, yaitu pada jabatan 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.  
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Komposisi tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa DJPI terus berupaya 

meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal untuk mendorong peningkatan 

kinerja organisasi. 

Berdasarkan tingkat pendidikan menurut usia, pegawai di DJPI yang berusia 

30 hingga 50 tahun sebagian besar berpendidikan (S-1) dan (S-2). Sedangkan untuk 

pegawai berusia di bawah 30 tahun, mayoritas berpendidikan S-1. Adapun pegawai 

yang berusia di atas 50 tahun juga didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 dan S-2, 

namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia di bawah 50 

tahun. Secara rinci, analisis jumlah pegawai DJPI berdasarkan rentang usia dan 

tingkat pendidikan akan disajikan pada Tabel 3.4 dan 3.5. Komposisi tingkat 

pendidikan menurut kelompok usia ini sejalan dengan pengembangan karir dan 

peningkatan kompetensi pegawai secara bertahap. DJPI senantiasa mendorong 

pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan guna 

meningkatkan kinerja individu dan organisasi. 

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan 

ASN Non ASN 

Jumlah PNS P3K Honorer TPI 

P L P L P L P L 

1 Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan 

 S3  1       1 

2 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

 S2 10 11    2 1 1 25 

 S1 10 14  1 4 9 7 7 52 

 DIPLOMA 2 3  1 1 3   10 

 SMA  4   4 20   28 

 SMP     1 7  2 10 

3 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

 S2 6 11     1 2 20 

 S1 5 6 3 2 1 2 8 6 33 

 DIPLOMA         0 

 SMA     1 2   3 

 SMP         0 

 SD      1   1 
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No Pendidikan 

ASN Non ASN 

Jumlah PNS P3K Honorer TPI 

P L P L P L P L 

4 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 

 S2 5 8   1 1   15 

 S1 6 4 1 5  3 5 3 27 

 DIPLOMA         0 

 SMA  1   1 2   4 

5 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

 S2 11 8     1  20 

 S1 7 6 1 8 2 2 7 1 34 

 DIPLOMA       1  1 

 SMA      2   2 

6 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 

 S2 7 9      1 17 

 S1 5 5 3 2 1 3 2 11 32 

 DIPLOMA         0 

 SMA     1 2   3 

 SMP      1   1 

7 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 

 S2 7 18      2 27 

 S1 11 3 5 5 1 1 6 17 49 

 DIPLOMA     1 1  1 3 

 SMA  1    3   4 

Total 92 113 13 24 20 68 39 54 423 

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum No. Kp0601–Ps 2/85 tanggal 13  
Desember 2023 Hal Data Pegawai DJPI Tahun 2023  

3.1.4 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 

Berdasarkan Usia, pegawai di DJPI tahun 2023 mayoritas berusia 30 tahun 

s.d 50 tahun yang berjumlah 270 orang (63,83%). Sementara itu, pegawai dengan 

usia di bawah 30 tahun sebanyak 107 orang (25,30%) dan sisanya sebanyak 46 

orang (10,87%) merupakan pegawai dengan usia di atas 50 tahun. 
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Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia 

No Usia 

ASN Non ASN 

Jumlah PNS P3K Honorer TPI 

P L P L P L P L 

1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
 

Di bawah 30 Tahun 
        

0 
 

30 Tahun s.d 50 Tahun 
        

0 
 

Di atas 50 Tahun 
 

1 
      

1 

2 Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan  
Di bawah 30 Tahun 4 3 

   
2 5 

 
14 

 
30 Tahun s.d 50 Tahun 15 19 

 
2 10 35 3 9 93 

 
Di atas 50 Tahun 3 10 

   
4 

 
1 18 

3 Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 
 

Di bawah 30 Tahun 3 1 1 1 2 
 

8 6 22 
 

30 Tahun s.d 50 Tahun 7 13 2 1 
 

5 1 2 31 
 

Di atas 50 Tahun 1 3 
      

4 

4 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 
 

Di bawah 30 Tahun 3 2 
 

2 
  

2 2 11 
 

30 Tahun s.d 50 Tahun 7 7 1 3 2 6 3 1 30 
 

Di atas 50 Tahun 1 4 
      

5 

5 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 
 

Di bawah 30 Tahun 3 4 
  

1 1 7 1 17 
 

30 Tahun s.d 50 Tahun 11 9 1 7 1 3 2 
 

34 
 

Di atas 50 Tahun 4 1 
 

1 
    

6 

6 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 
 

Di bawah 30 Tahun 4 
 

2 
  

1 2 7 16 
 

30 Tahun s.d 50 Tahun 6 13 1 2 2 5 
 

5 34 
 

Di atas 50 Tahun 2 1 
      

3 

7 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 
 

Di bawah 30 Tahun 4 4 1 
  

1 6 11 27 
 

30 Tahun s.d 50 Tahun 11 12 4 5 1 6 
 

9 48 
 

Di atas 50 Tahun 3 6 
      

9 

Total 92 113 13 24 19 69 39 54 423 

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum No. Kp0601–Ps 2/85 tanggal 13 
Desember 2023 Hal Data Pegawai DJPI Tahun 2023  
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3.1.5 Pengembangan Pegawai dan Pengelolaan Jabatan Fungsional 

Pengembangan pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional merupakan 

upaya penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai di DJPI. 

Pengembangan pegawai dilakukan melalui berbagai program pelatihan, pendidikan 

dan pengembangan karier untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial dan 

kepemimpinan pegawai. Sementara pengelolaan jabatan fungsional bertujuan untuk 

mengoptimalkan peran para pejabat fungsional sesuai dengan keahlian dan 

spesialisasinya masing-masing guna menunjang pelaksanaan tugas DJPI secara 

profesional. Dengan pengembangan SDM yang terarah dan pengelolaan jabatan 

fungsional yang efektif, diharapkan kualitas pelayanan DJPI kepada masyarakat 

dapat semakin meningkat dan menunjang pencapaian kinerja DJPI. 

A. Pengembangan Pegawai 

Dalam rangka pengembangan peningkatan kapasitas pegawai, Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah 

menyusun daftar Kebutuhan Akan Diklat (KAD) di lingkungan DJPI. Berdasarkan data 

tersebut, selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan diklat yang bisa diselenggarakan 

sendiri (in house) oleh DJPI bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR. Selain itu, KAD juga digunakan untuk 

memetakan kebutuhan pengiriman pegawai DJPI untuk mengikuti pelatihan, 

pendidikan dan diklat yang diselenggarakan oleh instansi di luar DJPI. Adapun jenis 

diklat yang diselenggarakan maupun diikuti harus sesuai tugas dan fungsi unit kerja di 

lingkungan DJPI serta mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai yang 

bersangkutan. Strategi pembinaan/pengembangan pegawai di lingkungan DJPI 

dilakukan melalui dua model pengembangan, yaitu pertama, pengembangan melalui 

jalur pendidikan akademik profesional yang dilakukan untuk memberikan peningkatan 

kompetensi pendidikan formal, pada tingkatan Diploma (D3), (S-1), (S-2) dan (S-3), 

kedua, pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai yaitu Diklat 

Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.  

Pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan formal dapat dilakukan dengan 

biaya dari DIPA BPSDM Kementerian PUPR, atau biaya lembaga/negara sponsor. 

Apabila pendidikan formal tersebut dilakukan pada jam kerja, maka pegawai tersebut 
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memiliki status tugas belajar. Sementara itu, jika pegawai menempuh pendidikan 

formal dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kerja, maka pegawai tersebut 

memiliki status izin belajar (biaya mandiri). Selain pengembangan melalui jalur 

pendidikan profesional, pengembangan pegawai juga dilakukan melalui program 

pendidikan dan pelatihan (diklat). Kedua jenis pengembangan baik melalui pendidikan 

profesional maupun diklat ini diperuntukkan bagi pegawai terpilih sebagai bentuk 

penghargaan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, berbagai pelatihan atau kegiatan 

bimbingan teknis diikuti oleh pegawai ASN di lingkungan DJPI pada setiap bidang 

pekerjaan. Rincian mengenai pendidikan dan pelatihan, workshop, serta seminar yang 

dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, disampaikan pada lampiran 

laporan kinerja. 

B. Pengelolaan Jabatan Fungsional 

Era baru dalam penataan jabatan fungsional di awal tahun 2023 diterapkan melalui 

impelementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan 

Fungsional. Regulasi ini menggantikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 

2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri 

Sipil. Revisi  tersebut dilakukan sebagai bentuk transformasi  SDM, salah satunya 

dengan menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan professional.  

Perubahan ini merupakan bagian dari trasnformasi reformasi  birokrasi tahun 2025 

Dynamic Governance, yaitu birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih dengan ciri 

agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.  

Setditjen PI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi 

kepada seluruh unsur di lingkungan  Direktorat  Jenderal. Oleh karena itu, perlu 

didukung  dengan  SDM yang berkualitas dan berkompeten guna menjawab berbagai 

tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang pembiayaan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara 

langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, atau Pejabat 

Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan  tugas  Jabatan  Fungsional. 

Jabatan Fungsional pada dasarnya diproyeksikan sebagai jalur pengembangan 
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profesionalisme bagi setiap PNS, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kata 

lain, konsepsi Jabatan Fungsional mengandung strategi pembinaan karier dan 

profesionalisme PNS dari sejak awal kariernya.  

Berdasarkan data Jabatan Fungsional yang disusun dari tahun 2020 hingga 2023, 

per 1 Desember 2023, terdapat 156 jabatan fungsional di DJPI. Daftar Pejabat 

Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas DJPI dari tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2023, adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Daftar Jumlah Pejabat Fungsional di DJPI 

No Unit Kerja 2020 2021 2022 2023 Jumlah 

1 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

26 25 29 40 120 

2 
Direktorat Pengembangan Sistem dan 
Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 

17 15 26 20 78 

3 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Sumber Daya Air 

12 12 21 21 66 

4 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

16 17 26 27 86 

5 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Permukiman 

16 17 24 23 80 

6 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Perumahan 

17 20 26 25 88 

Total 104 106 152 156 518 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.2 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI 

https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/09/Profil-Jabatan-Fungsional-2020.pdf
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Tabel 3.7 Daftar Nama Jabatan Fungsional di DJPI 

No Nama Jabatan Fungsional Rumpun JF 2020 2021 2022 2023 

1 Teknik Penyehatan Lingkungan PUPR 2 2 2 2 

2 
Teknik Tata Bangunan dan 
Perumahan 

PUPR 6 6 6 5 

3 Teknik Jalan dan Jembatan PUPR 1 1 1 2 

4 Teknik Pengairan PUPR 2 2 2 1 

5 Pembina Jasa Konstruksi PUPR 2 2 2 2 

6 Penata Kelola Perumahan PUPR - - - 1 

7 
Analis Pembiayaan Infrastruktur PU 
dan Perumahan 

PUPR - - - 17 

8 
Analis Kepegawaian/Analis SDM 
Aparatur 

Non PUPR 6 6 6 5 

9 Arsiparis Non PUPR 4 4 4 4 

10 Analis Hukum Non PUPR - 4 4 4 

11 
Perancang Peraturan Perundang-
undangan 

Non PUPR 2 1 1 1 

12 Analis Pengelola Keuangan APBN Non PUPR 4 3 3 4 

13 Analis Anggaran Non PUPR 4 5 5 5 

14 Perencana Non PUPR 4 4 6 7 

15 Pranata Humas Non PUPR 5 4 4 5 

16 Pranata Komputer Non PUPR 5 6 6 3 

17 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Non PUPR 6 3 2 2 

18 Statistisi Non PUPR 1 1 1 - 

19 Analis Kebijakan Non PUPR 53 54 96 85 

20 Peneliti Non PUPR 1 1 1 - 

21 Pranata Keuangan APBN Non PUPR - - - 1 

Jumlah 108 109 152 156 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 

Jumlah Pejabat Fungsional mengalami peningkatan signifikan, semua pada tahun 2021 

sebanyak 109 pejabat menjadi 152 pejabat pada tahun 2022. Peningkatan ini 

disebabkan oleh penambahan pegawai CPNS tahun 2021 yang diangkat menjadi 

Pejabat Fungsional di lingkungan DJPI pada tahun 2022. 

 

 



 

 51 Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023 

3.2 Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mempermudah 

pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi. Dalam penyelenggaraan 

tugas pemerintahan, Kementerian PUPR didukung sarana dan prasarana yang 

diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja barang milik negara (BMN).  

Oleh  karena  itu,  Kementerian  PUPR  harus  mampu  mengoptimalkan  penggunaan  

dan pemanfaatan  BMN  untuk  menunjang  fungsi  pelayanan  Kementerian  PUPR  

kepada  masyarakat. Ketersediaan BMN yang memadai dapat mendukung kelancaran 

tugas Kementerian PUPR, serta memungkinkan fungsi budgeter dalam pemanfaatan 

aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, DJPI terus berupaya 

mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian 

kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman 

Tata Naskah Dinas, pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) telah 

memudahkan komunikasi dan proses pengambilan keputusan di DJPI. Selain itu, 

penggunaan TNDE juga berdampak pada efisiensi anggaran belanja (ATK) dan 

pengadaan ruang rapat, karena mampu mengurangi kebutuhan rapat di luar kantor. 

Saat ini DJPI memiliki delapan ruang rapat yang digunakan secara optimal untuk 

mendukung kinerja organisasi.  

Dalam rangka mendukung pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut, 

inovasi yang dilakukan di tingkat Kementerian PUPR dan yaitu melalui aplikasi di DJPI 

TNDE, dan aplikasi Bravo. Di samping itu, DJPI juga mengelola dan mengembangkan 

beberapa aplikasi penunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain: 

1. Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang PUPR 

(SIPADU), merupakan aplikasi lelang KPBU. 

2. Dashboard Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan KPBU (SIMPUL KPBU), 

merupakan aplikasi internal yang digunakan oleh Pimpinan untuk monitoring 

status proyek KPBU. 
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3. Housing and Real Estate Information System (HREIS), merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk mengelola data-data perumahan di Indonesia, mengolahnya dan 

menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga dan 

pembiayaan. 

4. Inpassing, merupakan aplikasi yang membantu proses penyesuaian pegawai ke 

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur. Aplikasi ini berfungsi untuk 

menilai dan memonitor pegawai berdasarkan dokumen persyaratan jabatan. 

5. Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG), merupakan aplikasi 

Pengelolaan Data Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan. 

Pada tahun 2023, DJPI memiliki 26 unit BMN yang terdiri dari gedung kantor, 

kendaraan dinas, dan peralatan kantor. Dari jumlah tersebut, sebagian besar BMN 

berada dalam kondisi baik dan layak untuk mendukung operasional DJPI. Namun, 

terdapat beberapa BMN yang kondisinya perlu mendapatkan perhatian karena 

mengalami kerusakan. Dalam rangka menjaga kondisi optimal BMN, DJPI secara 

berkala melakukan perawatan dan perbaikan BMN yang rusak. Selain itu, penggantian 

BMN yang sudah tua dan tidak layak pakai dilakukan melalui mekanisme pengadaan 

sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan 

seluruh BMN DJPI dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan maksimal untuk 

mendukung operasional DJPI dalam memberikan pelayanan prima. 

Pada tahun 2023, DJPI melaksanakan beberapa renovasi dan pemeliharaan 

bangunan gedung dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasaran kantor. 

Seluruh pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu dan mengacu pada prinsip 

efisiensi serta ramah lingkungan. Dengan renovasi dan pemeliharaan tersebut, 

diharapkan sarana dan prasarana DJPI dapat lebih representatif serta mendukung 

peningkatan kinerja pegawai. Berikut ini adalah daftar BMN DJPI Per Desember 2023. 
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Tabel 3.8 Daftar BMN DJPI 

No Kode Barang Nama BMN Jumlah Kondisi 

1 3100102001 PC 390 Baik 

2 3100204025 Acces Poin 6 Baik 

3 310020206 Auto Switch/Data Switch 1 Baik 

4 31002021015 Data Pact Panel 6 Baik 

5 3100204015 Fire wall 2 Baik 

6 3100201012 Hardisk 16 Baik 

7 3100204021 Kabel UTP 30 Baik 

8 3100203014 Land Card 2 Baik 

9 3100102002 Laptop 14 Baik 

10 3100204035 
Modul untuk Penambahan 
Core Switch 

18  Baik 

11 3100203002 Monitor 3 Baik 

12 3100204037 Network Attact 1 Baik 

13 3100102003 Note Book 136 
134 (Baik), 1 (RB), 1 

(RR) 

14 3100204999 Peralatan Jaringan Lainnya 83 Baik 

15 3100203003 Printer 269 
267 (Baik), 1 (RB), 1 

(RR) 

16 3100204027 Rackmount 1 Baik 

17 3100204014 Rack Serve 7 Baik 

18 3100204006 Repeater and Tranccieter 12 Baik 

19 3100204002 Router 9 8 (Baik) dan 1 (RB) 

20 3100203004 Scanner 39 36 (Baik) dan 3 (RB) 

21 3100204001 Server 11 Baik 

22 3100201004 Strorage Modul Disk 2 Baik 

23 3100204024 Switch 23 Baik 

24 3100102009 Tablet PC 18 Baik 

25 3100204023 Wireless Acces Poin 20 Baik 

26 3020101003 Alat Angkutan Darat Bermotor 4 RR 

 

 

Sumber: Laporan BMN DJPI Tahun 2023 

Keterangan: 
1. RB: Rusak Berat 
2. RR: Rusak Ringan 
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 Tabel 3.9 Laporan BMN di Neraca 

 

 

Berdasarkan data BMN DJPI, per tanggal 31 Desember 2023, tercatat 15 BMN 

yang dilaporkan pada akun neraca dengan jumlah sebesar Rp26.184.294.326. 

Pengelolaan dan pendataan BMN DJPI telah dilakukan dengan tertib sesuai peraturan 

yang berlaku. Data BMN dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan tidak ada 

BMN yang terlewat dari pencatatan. Dengan pendataan BMN yang akurat, diharapkan 

pengelolaan dan pemanfaatan BMN DJPI dapat dimaksimalkan untuk menunjang 

kinerja DJPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan BMN DJPI Tahun 2023 
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3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, DJPI mendapatkan alokasi anggaran 

dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 

Terdapat dua akun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, yakni BA 033 dan BA 999.07.  Berikut 

merupakan penjelasan mengenai kedua akun anggaran tersebut.  

Alokasi DIPA DJPI tahun 2023 merupakan dasar dalam penetapan perjanjian 

kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BA 033 

digunakan untuk membiayai dua program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Sementara itu, BA 999.07 hanya 

digunakan untuk membiayai Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rincian 

mengenai alokasi dan penggunaan BA 033 dan BA 999.07 adalah sebagai berikut. 

A. BA. 033 

Alokasi awal Pagu Anggaran BA. 033 adalah sebesar Rp165.919.391.000, terdiri 

dari Rupiah Murni sebesar Rp164.919.391.000 dan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri 

sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan kronologis anggaran DJPI tahun 2023, 

terdapat sembilan kali revisi DIPA BA. 003.  

1. Revisi pertama DIPA terbit pada tanggal 28 Desember 2022. Pada revisi ini, 

terdapat Automatic Adjusment oleh Kementerian Keuangan senilai 

Rp6.000.000.000. 

2. Revisi kedua DIPA terbit pada tanggal 20 Februari 2023. Pada revisi ini, terdapat 

pergeseran anggaran antar KRO. 

3. Revisi ketiga DIPA terbit pada tanggal 6 April 2023. Pada revisi ini,  terdapat 

perubahan anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri sehingga 

total pagu anggaran menjadi Rp203.035.796.000. 

4. Revisi keempat DIPA terbit pada tanggal 3 Juli 2023, Pada revisi ini, terdapat 

perubahan catatan halaman III DIPA. 

5. Revisi kelima DIPA terbit pada tanggal 14 Juli 2023. Pada revisi ini, terdapat 

terdapat pergeseran anggaran antar KRO. 
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6. Revisi keenam DIPA terbit pada tanggal 31 Juli 2023. Pada revisi ini, terdapat 

realokasi anggaran K/L tahun 2023 yang terblokir (Automatic Adjusment) ke 

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp6.000.000.000. Oleh 

Karena itu, terdapat penyesuaian DIPA, semula Rp203.035.796.000 menjadi 

Rp197.035.796.000. 

7. Revisi ketujuh DIPA terbit pada tanggal 9 November 2023. Pada revisi ini, terdapat 

pergeseran belanja pegawai operasional ke selain belanja pegawai operasional, 

pergeseran pagu dari Direktorat PPISDA dan pemenuhan kekurangan belanja 

operasional Direktorat PPIP. 

8. Revisi kedelapan DIPA terbit pada tanggal 12 Desember 2023. Pada revisi ini, 

terdapat updating POK.  

9. Revisi kesembilan DIPA terbit pada tanggal 22 Desember 2023. Pada revisi ini, 

terdapat drop loan dan revisi Bantuan Biaya Administrasi (BBA), sehingga pagu 

anggaran mengalami perubahan, semula Rp197.035.796.000 menjadi                   

Rp 243.192.037.000. 

B. BA. 999.07 

Alokasi anggaran BA 999.07 dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal 

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan total pagu 

anggaran sebesar Rp4.352.520.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk: 

1. Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar 

Rp895.000.000.000 untuk 220.000 unit. 

2. Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) sebesar 

Rp3.457.520.000.000 untuk 754.004 unit. 
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Tabel 3.10 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023 
Berdasarkan Program 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel 3.10, alokasi anggaran DJPI tahun 2020-2023 

digunakan untuk mendukung dua program, yakni Program Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Program Dukungan Manajemen. Pada tahun 2020-2021, BA 999.03 

digunakan oleh Satker Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana 

Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk mengelola dana bergulir Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja 

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, BA 999.03 tidak lagi dimanfatkan. 

Selain itu, penggunaan BA 999.99 dimanfaatkan untuk pengelolaan transaksi khusus. 

Dengan demikian, terjadi perubahan dan penyesuaian dalam penggunaan berbagai 

kode akun anggaran DJPI dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan anggaran DJPI dalam mendukung program prioritas di bidang 

perumahan.  

Berdasarkan data pada Gambar 3.3, alokasi anggaran DJPI tahun 2020-2023 

bersumber dari Rupiah Murni dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Pada tahun 2020-2022, 

alokasi anggaran DJPI mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya 

pengelolaan Dana BP2BT.  Namun, mulai tahun 2023 alokasi anggaran DJPI kembali 

menurun drastis karena program BP2BT sudah berakhir pada tahun 2022. Dengan 

demikian, fluktuasi alokasi anggaran DJPI sangat dipengaruhi oleh dinamika program 

prioritas pemerintah di sektor perumahan. 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 
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Gambar 3.3 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023 
Berdasarkan Sumber Dana 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023 
Berdasarkan Renstra 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2023 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023

RPM 223.775.018 246.239.038 172.659.130 214.891.391

PHLN 419.834.683 545.319.287 619.958.044 28.300.646

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

 400.000.000

 500.000.000

 600.000.000

 700.000.000



 

 59 Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023 

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 dan 3.11, dapat dilihat bahwa alokasi 

anggaran DJPI tahun 2020-2023 dalam Renstra dan DIPA mengalami perbedaan yang 

cukup signifikan. Hal ini juga mempengaruhi target output kinerja setiap tahunnya. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh Dokumen Renstra merupakan perencanaan 

anggaran lima tahunan, sementara DIPA adalah anggaran tahunan. Oleh karena itu, 

penetapan alokasi anggaran dan target pada DIPA tahun berjalan mempertimbangkan 

beberapa hal, termasuk capaian kinerja pada tahun sebelumnya, perkembangan dan 

revisi pagu anggaran tingkat Kementerian dan skala prioritas kegiatan di masing-

masing Unit Organisasi.  

 

Gambar 3.4 Pohon Anggaran Pagu Awal DJPI 2023 
Sumber: Hasil Analisis, 2023 

Pada Gambar 3.2, pagu indikatif anggaran tahun 2023 (BA 033) adalah 

sebesar Rp165.919.391.000. Anggaran tersebut kemudian di-breakdown dan 

dialokasikan kepada enam unit kerja di lingkungan DJPI.  
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SETDITJEN

Rp73.945.585.000

PER UNIT KERJA

DIT. PSSPP

Rp12.364.773.000

DIT. PPISDA

Rp12.399.643.000

DIT. PPIJJ

Rp12.500.000.000

DIT. PPIP

Rp12.800.000.000

DIT. PPP

Rp41.909.390.000
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Gambar 3.5 Pohon Anggaran Pagu Revisi DJPI 2023 
Sumber: Hasil Analisis, 2023 

Pada Gambar 3.5, pagu anggaran revisi tahun 2023 (BA 033) adalah sebesar 

Rp243.192.037.000. Anggaran tersebut kemudian di-breakdown dan dialokasikan 

kepada enam unit kerja di lingkungan DJPI.  

Kronologis Revisi DIPA DJPI 2023 (BA 033) dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.6 Kronologis Revisi DIPA DJPI 2023 (BA 033) 
Sumber: Hasil Analisis, 2023 

Keterangan:  

Revisi DIPA ke-2, ke- 4, ke-5, ke-7, dan ke-8 terdapat revisi rencana penarikan  

dana Hal III dan pergeseran antar KRO   

 

 

PAGU ANGGARAN TA. 2023 (BA. 033)

Rp 243.192.037.000

PER PROGRAM

DUKMAN

Rp157.988.004.000

PKP

Rp85.204.033.000

PER SUMBER DANA

RPM

Rp214.891.391.000

PHLN

Rp28.300.646.000

PER JENIS BELANJA

Belanja Pegawai
Rp32.154.678.000

Belanja Barang
Rp199.395.266.000

Belanja Modal
Rp2.801.089

SETDITJEN

Rp68.327.041.000

PER UNIT KERJA

DIT. PSSPP

Rp20.398.894.000

DIT. PPISDA

Rp11.199.643.000

DIT. PPIJJ

Rp32.585.069.000

DIT. PPIP

Rp12.800.000.000

DIT. PPP

Rp97.881.390.000

DIPA AWAL DIPA REVISI KE-1 DIPA REVISI KE-3

Automatic Adjustment oleh 

Kementerian Keuangan 
sebesar Rp6.000.000.000,-

Perubahan anggaran yang 
bersumber dari PHLN, untuk paket
kegiatan :
1. PMC Firm to Support DGIF for 

Public Works and Housing 
with Implementation of The 
Accelerating Infrastructure 
Delivery Through Better 
Engineering Services Project 
(ESP)

2. Toll Roads and Bridges Final 
Business Case and Bidding 
Documents Development

Rp

165,91
Miliar

Rp

165,91
Miliar

Rp

203,03
Miliar

30 November 2022 28 Desember 2022 06 April 2023

DIPA REVISI KE-6

Realokasi Anggaran 

Kementerian/Lembaga TA 2023 
yang Terblokir (Automatic 
Adjustment)  ke Bagian 

Anggaran Bendahara Umum 

Negara sebesar 

Rp6.000.000.000,-

Rp

197,03 
Miliar

31 Juli 2023

DIPA REVISI KE-9

Drop loan dan revisi 

anggaran Bantuan Biaya 
Administrasi

Rp

243,19
Miliar

22 Desember 2023
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3.4 Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran 

Pada tahun 2023, jumlah pegawai DJPI adalah sebanyak 423 orang, atau 

bertambah 3 orang pegawai dibandingkan tahun sebelumnya, yang berjumlah 420 

orang pegawai. Peningkatan jumlah pegawai DJPI terdapat pada pegawai yang 

berstatus sebagai PNS yakni sebesar 11,00%. Sementara itu, jumlah pegawai DJPI 

dengan status non-PNS mengalami penurunan sebesar 11,60%. Dari sisi anggaran, 

pada 2023 DJPI mendapat pagu anggaran lebih besar dibanding tahun 2022. 

Terdapat peningkatan sebesar 8,70% pada Program Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Rp355.283.232.000) dan mengalami penurunan 44,24% 

(Rp69.896.304.000) pada Program Dukungan Manajemen. 

Tabel 3.12 Perbandingan Jumlah Pegawai DJPI 2022-2023 

No Unit Kerja 
2022 2023 

PNS Non PNS PNS Non PNS 

1 
Direktorat Jenderal Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Perumahan 

1  1  

2 
Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 

57 75 56 69 

3 
Direktorat Pengembangan Sistem 
dan Strategi Penyelenggaraan 
Pembiayaan 

31 30 33 24 

4 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Sumber Daya Air 

26 17 30 16 

5 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Jalan dan Jembatan 

32 21 41 16 

6 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Infrastruktur Permukiman 

30 23 31 22 

7 
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan 
Perumahan 

41 36 50 34 

Total 218 202 242 181 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Perbandingan Ketersediaan SDM dan Anggaran 
Sumber: Hasil Analisis, 2023 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 

420 Tahun 2022 

PKP: Rp4.082.440.801.000 
Dukman: Rp227.884.308.000 

Tahun 2023 

PKP: Rp4.437.724.033.000 
Dukman: Rp157.988.004.000 

423 
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4.         BAB IV  

                   AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja  

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR nomor Pw 0204-

Ij/1197 tanggal 14 September 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan (DJPI) Tahun Anggaran 2022 didapatkan bahwa 

implementasi atas SAKIP DJPI TA. 2022 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik), 

dengan nilai 79,41%. Hal ini ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi 

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Selain itu, DJPI juga mendapatkan 

beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan 

implementasi AKIP dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Upaya perbaikan yang 

telah dilakukan DJPI terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP DJPI TA. 2022 

No Komponen Rekomendasi Tindak Lanjut  

1 Perencanaan 

Kinerja 

1. Melakukan koordinasi terkait 

crosscutting hubungan kinerja, atas 
Sasaran Strategis yang 

pencapaiannya melibatkan Unit 

Organisasi lain, sehingga didapatkan 
informasi tentang hubungan kinerja, 

strategi, kebijakan, bahkan aktifitas 
antar bidang/dengan tugas dan 

fungsi lain yang berkaitan 
(crosscutting). 

 

 

 

 

 

Telah dilakukan koordinasi terkait 

crosscutting hubungan kinerja atas 
capaian Sasaran Strategis ketiga 

Kementerian PUPR (SS-3) yaitu 

Meningkatnya Penyediaan Akses 
Perumahan dan Infrastruktur 

Permukiman yang Layak, Aman dan 
Terjangkau, yang salah satunya diukur  

melalui Presentase Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah Layak Huni dengan 

Ditjen Perumahan.  

Koordinasi dilakukan untuk 

menyepakati capaian kinerja pada SS-3 

tersebut dan DJPI telah menyampaikan 
Data Capaian Output Bidang 

Pembiayaan Perumahan Tahun 2023 
sebagai dasar perhitungan melalui Nota 

Dinas Direktur PSSPP nomor PA 0105-
Pk/17 tanggal 12 Januari 2024. 

2. Pimpinan DJPI telah terlibat dalam 

Perencanaan Kinerja, namun belum 
efektif dimana masih diperlukan 

adanya keikutsertaan dalam hasil 

Telah diselenggarakan rapat 

pembahasan Laporan Monev Kinerja 
Bulanan DJPI pada minggu kesatu atau 

kedua setiap bulan bersama Unit Kerja 
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No Komponen Rekomendasi Tindak Lanjut  

pemantauan capaian kinerja sesuai 

Rencana Aksi yang telah disusun, 
dan diperlukan adanya pemantauan 

secara berkala serta reviu atau 

verifikasi secara berjenjang atas 
capaian kinerja berdasarkan Rencana 

Aksi, sehingga Rencana Aksi dapat 
berjalan secara dinamis.  

Eselon II dan melibatkan Pimpinan. 

Laporan Monev Bulanan DJPI dilakukan 
reviu berjenjang oleh para Pimpinan 

melalui Lembar Kendali. 

3. Melakukan perbaikan pada Rencana 
Aksi tahun berikutnya yaitu: 

a. Kesesuaian target pada Rencana 

Aksi dan Laporan Monev Bulanan 
serta menyajikan penjelasan atas 

adanya perbedaan; 
b. Menyajikan rencana pemecahan 

masalah/solusi atas permasalahan 
pada Rencana Aksi sebagaimana 

rekomendasi Laporan Hasil 
Evaluasi SAKIP periode 

sebelumnya; 

c. Memanfaatkan hasil capaian 
kinerja untuk pemberian promosi 

atau kenaikan/penurunan insentif 
terkait dengan reward and 
punishment. 

a. Target yang dituangkan dalam 
Rencana Aksi tingkat Unit 

Organisasi (DJPI) dengan Unit Kerja 

tingkat Eselon II telah sesuai. 
b. Tindak lanjut atau alternatif solusi 

terhadap permasalahan telah 
dituangkan dalam Laporan Monev 

Kinerja Bulanan. 
c. Setditjen PI telah melakukan 

pembahasan terkait pemberian 
reward dan punishment 
berdasarkan hasil capaian kinerja 

pada tanggal 25 Agustus 2023 
sesuai dengan Surat ND nomor 

185/ND/Ps.1/2023 tanggal 30 
Agustus 2023. Pemberian reward 

kepada pegawai teladan/pegawai 
muda berprestasi/pejabat PPSPM 

terbaik/bendahara terbaik/ Satya 

Lancana Wira Karya/ASN 
Berprestasi yang ditetapkan oleh 

Kementerian PUPR yang dinilai dari 
hasil capaian kinerja hingga saat ini 

berupa tambahan tunjangan 
kinerja. 

4.  Melakukan penertiban administrasi 

atas pelaksanaan bukti rapat 
pembahasan terkait substansi 

dokumen perencanaan kinerja, 
khususnya yang melibatkan 

pimpinan. 

Telah dilakukan pengadministrasian 

terkait bukti dukung terkait rapat 
pembahasan dokumen perencanaan 

kinerja dengan melibatkan pimpinan 
berupa Nota Dinas dan dokumentasi 

pelaksanaan kegiatan. 

2 Pengukuran 
Kinerja 

1. Menyajikan setiap capaian indikator 
kegiatan untuk persentase fisik 

yang relevan dengan pencapaian 
output masing-masing kegiatan 

dalam Laporan Monev Bulanan 
maupun e-Monitoring, sehingga 

mewakili kinerja utama dan kondisi 
yang ingin diwujudkan. 

Telah dilakukan perhitungan capaian 
kinerja fisik bulanan menggunakan 

cascading kinerja, dan hasilnya 
dituangkan pada Laporan Monev 

Bulanan mapun Laporan Kinerja tingkat 
Unit Kerja dan Unit Organisasi. 

2. Memperhitungkan Penilaian Kinerja 

sebagai dasar dalam penyesuaian 
(pemberian/  pengurangan) 

tunjangan kinerja/penghasilan 
dalam aplikasi perhitungan 

tunjangan kinerja. 

Kementerian PUPR telah melakukan 

konsolidasi data kinerja organisasi 
dengan data capaian kinerja pegawai 

sesuai dengan Rapat Konsolidasi Data 
Pelaksanaan RKP TA. 2023 dan 

Cascading Kinerja Pegawai dengan 
Organisasi melalui Integrasi e-Sakip 

dan e-Kinerja pada tanggal 5 – 7 
Oktober 2023 untuk SKP terintegrasi 
dimana sebagai bentuk cascading dari 

Sasaran Strategis tertinggi hingga 
output tingkat tinggi (pelaksana) 
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No Komponen Rekomendasi Tindak Lanjut  

terbagi habis.  

Selain itu, telah dilakukan rapat 
pembahasan terkait Draft Final 

Pedoman (SE Menteri) Pengelolaan 

Kinerja Pegawai pada 20 Desember 
2023 dimana hasil dari pembahasan ini 

berupa perhitungan tunjangan kinerja 
yang terdiri dari 50% predikat kinerja 

dan 50% dari absensi. Hasil kinerja 
pegawai juga digunakan untuk 

penjenjangan karir (kelompok rencana 

suksesi dan pemberian insentif).  

DJPI melalui Setditjen PI telah 

menindaklanjuti dengan 
mempersiapkan perhitungan pemberian 

tunjangan kinerja pada aplikasi 
penggajian pegawai. Perhitungan 

tunjangan kinerja pegawai berdasarkan 
predikat bukan menggunakan nilai 

angka dan disesuaikan setiap triwulan 

sesuai dengan capaian kinerja. 

3. Menyajikan hasil perbaikan dari 

Rencana Tindak lanjut bulan 
sebelumnya dalam Laporan Monev 

Bulanan sehingga dapat diketahui 
tingkat keefektifan pelaksanaan 

rencana tindak lanjut bulan 

sebelumnya 

Telah diakomodir dalam Laporan 

Monev Bulanan (tercantum  pada Bab 
3.3 Laporan Monev Bulanan DJPI dan 

Bab 3.3 pada Laporan Monev Dit. 
PSSPP). 

4. Melakukan pemantauan secara 

berkala serta verifikasi secara 
berjenjang dari Tim Pelaksana 

hingga melibatkan pimpinan atas 
pengukuran kinerja dalam Laporan 

Monev Bulanan. 

Telah dilakukan pemantauan secara 

berkala terhadap pengukuran kinerja 
dalam Laporan Monev Bulanan melalui 

rapat pembahasan dengan melibatkan 
Unit Kerja Eselon II dan Pimpinan, 

serta telah dilakukan verifikasi 

berjenjang terhadap Laporan tersebut 
melalui lembar kendali guna 

memastikan bahwa Laporan  yang 
disusun telah direviu dan disetujui oleh 

pimpinan. 

5. Melakukan penertiban administrasi 
atas pelaksanaan bukti rapat 

pembahasan pemantauan berkala 
hingga verifikasi secara berjenjang 

terkait substansi pengukuran 
capaian kinerja, khususnya yang 

melibatkan pimpinan. 

- Telah dilakukan pengadministrasian 
terkait bukti dukung terkait rapat 

pembahasan Laporan Monev Bulanan 
serta Laporan Monev per Quartal di 

lingkungan DJPI dengan melibatkan 
pimpinan berupa Nota Dinas dan 

dokumentasi pelaksanaan kegiatan. 
- Telah dilakukan verifikasi berjenjang 

atas capaian kinerja melalui 

penggunaan Lembar Kendali dalam 
penyusunan Laporan Monev Bulanan. 

3 Pelaporan 
Kinerja 

1. Menyusun dan mempublikasikan 
Laporan Kinerja dan Laporan 

Monev Bulanan pada tahun 
berikutnya secara tepat waktu 
sesuai Peraturan Menteri PUPR 

Nomor 09/PRT/M/2018 tentang 
Penyelenggaraan Sistem 

- DJPI telah melakukan upaya untuk 
mengunggah Laporan Kinerja dan 

Laporan Monev Bulanan secara tepat 
waktu pada e-SAKIP pada aplikasi e-
SAKIP 

(https://iemon.pu.go.id/sakip2) dan 
pada website DJPI 
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No Komponen Rekomendasi Tindak Lanjut  

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di kementerian PUPR. 

(https://pembiayaan.pu.go.id/). 

2. Menyusun Laporan Kinerja tahun 
berikutnya dengan sistematika dan 

substansi sesuai Peraturan Menteri 
PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 

tentang Penyelenggaraan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Kementerian PUPR. 

Laporan Kinerja tahun 2023 akan 
disesuaikan dengan sistematika yang 

berlaku sesuai Permen PUPR Nomor 
09/PRT/M/2018 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah di 

kementerian PUPR dan mengacu pada 
Buku Pedoman yang dikeluarkan oleh 

BPIW sebagaimana telah diarahkan 

melalui  Surat Kepala Badan 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah 

No. PR 0304-Kw/30 tanggal 15 
Desember 2023 hal Penyusunan 

Laporan Kinerja Tahun 2023. Hal ini 
telah disosialisasikan kepada Unit Kerja 

di lingkungan DJPI. 

3. Menyajikan segala informasi 
ketidaktercapaian mengenai 

alasan/hambatan/kendala atas 
penurunan kinerja sebagai 

informasi dalam Laporan Kinerja. 

Telah diakomodir dalam Laporan 
Monev Kinerja Bulanan dan Laporan 

Kinerja Tahun 2023. 

4. Melakukan verifikasi atau reviu 
secara berjenjang dari Tim 

Pelaksana hingga melibatkan 
pimpinan atas Laporan Kinerja. 

Telah dilakukan verifikasi berjenjang 
terhadap Laporan Kinerja melalui 

penggunaan lembar kendali guna 
memastikan bahwa Laporan  yang 

disusun telah direviu dan disetujui oleh 
pimpinan. 

4 Evaluasi 

Akuntabilitas 
Kinerja Internal 

1. Mengikutsertakan Tim Evaluator 

Internal dalam Diklat/Bimbingan 
Teknis Evaluasi SAKIP yang 

diselenggarakan oleh 
Kementerian/Instansi terkait. 

Telah diselenggarakan Workshop SAKIP 

DJPI pada tanggal 27 Oktober 2023 
dengan mengundang Kementerian PAN 

dan RB, BPKP, Biro PAKLN dan BPIW, 
serta Unit Kerja di lingkungan DJPI. 

Seluruh Peserta Workshop 
mendapatkan Surat Keterangan bahwa 

telah mengikuti kegiatan tersebut. 

2. Berkoordinasi dengan Biro PAKLN 
dalam upaya peningkatan 

implementasi SAKIP dengan 
pelaksanaan evaluasi internal 

maupun unit organisasi dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi 
(Aplikasi). 

- DJPI terus berkoordinasi dengan Biro 
PAKLN terkait pemanfaatan integrasi 

data kinerja pegawai pada e-Kinerja, 
e-Sakip dan e-Monitoring baik cara 

penggunaanya maupun kendala yang 

dialami. 
- DJPI telah melakukan pemutakhiran 

data capaian IKSS, IKP, dan IKK 
menggunakan integrasi e-Kinerja, e-

Sakip dan e-Monitoring pada tautan: 
https://iemon.pu.go.id/sakip2. 

3. Menindaklanjuti seluruh 

rekomendasi hasil evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal eselon 

II dan Eselon I tahun sebelumnya, 
sehingga seluruh perbaikan 

berkelanjutan dapat dimanfaatkan 
sebagai peningkatan akuntabilitas 
kinerja.  

DJPI telah menindaklanjuti 

rekomendasi hasil evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Internal Eselon II 

dan Eselon I tahun 2022 dan 
dituangkan dalam Laporan Kinerja. 

4. Menyajikan perbandingan 
persentase antara 

efisiensi/efektifitas tahun berjalan 

Perbandingan persentase antara 
efisiensi/efektifitas tahun berjalan 

dengan tahun sebelumnya telah 
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No Komponen Rekomendasi Tindak Lanjut  

dengan tahun sebelumnya dalam 

Laporan Kinerja. 

diakomodir dan dituangkan dalam 

Laporan Kinerja tahun 2023. 

5. Melakukan penertiban administrasi 
atas pelaksanaan bukti-bukti rapat 

pembahasan tindak lanjut 
rekomendasi dan pembahasan 

mengenai Capaian Kinerja 
berdasarkan rekomendasi hasil 

evaluasi AKIP sebagai bukti 
pendukung pelaksanaan perbaikan 

dan peningkatan kinerja dengan 

memanfaatkan hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal. 

- Telah dilakukan pengadministrasian 
terkait bukti dukung rapat 

pembahasan tindak lanjut 
rekomendasi dan pembahasan 

capaian kinerja dengan melibatkan 
pimpinan berupa undangan, Nota 

Dinas dan dokumentasi pelaksanaan 
kegiatan.  

- Rapat pembahasan tindak lanjut hasil 

evaluasi AKIP tahun 2022 
diantaranya:  

a. Pembahasan tindak lanjut hasil 
evaluasi AKIP Dit. PSSPP pada 

tanggal 17 Juli 2023 
b. Pembahasan tindak lanjut hasil 

evaluasi AKIP Setditjen PI pada 
tanggal 25 Agustus 2023. 

c. Pembahasan tindak lanjut hasil 

evaluasi AKIP DJPI pada tanggal 
23 Oktober 2023 dengan 

melibatkan Unit Kerja Eselon 2 di 
lingkungan DJPI. 

 

4.2 Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 

Kinerja DJPI Tahun 2023 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi 

kinerja atas Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan 

(SK) dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja DJPI Tahun 2023. 

4.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis  

5. Kementerian PUPR memiliki lima Sasaran Strategis (SS) sebagaimana 

tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. 

Dalam hal ini, DJPI mendukung dua SS Kementerian PUPR yaitu Sasaran Strategis 

ketiga (SS-3): Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan 

Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau” bersama 

dengan DJCK dan DJP, serta Sasaran Strategis kelima (SS-5): Meningkatnya 

Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya bersama 

dengan lima Unit Organisasi lainnya yaitu Sekjen, Itjen, BPSDM, BPIW, dan DJBK.  

6.  
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Adapun rincian indikator kinerja pada SS tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja SS-3 dihitung berdasarkan capaian dua indikator kinerja yaitu: 

a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan 

aman melalui pendekatan smart living (DJCK). 

b. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (DJPI dan DJP). 

2. Kinerja SS-5 dihitung berdasarkan capaian enam indikator kinerja yaitu: 

a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Sekjen) 

b. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan 

Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi 

pembiayaan yang efisien dan efektif (DJPI). 

c. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur 

(Itjen). 

d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR (BPSDM). 

e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis (BPIW). 

f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi (DJBK). 

4.2.1.1 Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase 

Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni 

DJPI bersama DJP berkontribusi pada capaian SS-3 melalui capaian IKSS 

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni. Kontribusi kedua Direktorat 

Jenderal ini didukung oleh kinerja Program Pembiayaan Perumahan (DJPI) dan 

Penyediaan Perumahan (DJP) tahun 2023. Rincian capaian Program bidang 

Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dapat dilihat pada Tabel 

4.2.   
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Tabel 4.2 Capaian Program Bidang Pembiayaan dan Penyediaan 
Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2023 

Status: 31 Desember 2023 

Program 
Kementerian 

PUPR 

Kegiatan 
Capaian (Unit) 

Total 
2020 2021 2022 2023 

PEMBIAYAAN 

PERUMAHAN 
(DJPI) 

FLPP 109.253 178.728 226.000 229.000 742.981 

SSB 90.362 - - - 90.362 

BP2BT 1.357 11.999 11.886 - 25.242 

SMF 8.460 13.329 65.263 333.988 421.040 

Tapera - 389 4.534 7.249 12.172 

Total 209.432 204.445 307.683 570.237 1.291.797 

PENYEDIAAN 
PERUMAHAN 

(DJP) 

Rumah 

Swadaya 
233.298 127.091 185.802 150.231 696.422 

Rumah 
Susun 

823 7.024 3.872 4.724 16.443 

Rumah 
Khusus 

1.575 3.311 4.359 4.311 13.556 

Total 235.696 137.426 194.033 159.266 726.421 

Total 445.128 341.871 501.716 729.503 2.018.218 

Sumber:  
1. Laporan Kinerja DJPI Tahun 2022 
2. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2023 No.02/BA/Dp/2024  
3. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023 

Melalui program bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan, Kementerian PUPR 

berhasil menyalurkan total 2.018.218 unit rumah selama tahun 2020-2023 dalam 

rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Indonesia. Capaian tersebut 

merupakan akumulasi capaian program Pembiayaan Perumahan yang merupakan 

kewenangan DJPI sebanyak 1.291.797 unit, dan program Penyediaan Perumahan 

yang merupakan kewenangan DJP sebanyak 726.421 unit. Berdasarkan capaian 

pembangunan bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan hingga tahun 2023 

tersebut, maka diperoleh capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah 

Layak Huni adalah sebesar 58,99% dan dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Capaian SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah Layak Huni 

SasaranStrategis/ 
Indikator Kinerja 

Target (%) Capaian (%) Kinerja (%) 

SS-3 
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur 
Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau 

IKSS  
Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Rumah Layak 
Huni 

59,05 58,99 99,89 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 
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Adapun rincian perhitungan capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah 

Layak Huni adalah sebagai berikut: 

   ὃ ὣ  
В ὠ ὡ

ρρȢπππȢπππ
 ὼ ρππ  ὼ ὢ ὣ  

    υφȟυρϷ  
В Ȣ Ȣ Ȣ

Ȣ Ȣ
 ὼ ρππϷ  ὼ χπϷ υφȟυρ  

        ȟ Ϸ                                                                                             

Keterangan: 

A = Capaian Kinerja (%) 

V = Jumlah    rumah    layak    huni  yang dibangun oleh DJP (unit) 

W = Jumlah  rumah  yang  mendapat  bantuan subsidi  perumahan  

dari DJPI (unit) 

X = Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak          

tahun 2024 (70%) 

Y = Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak      

tahun 2019 (56,51%) 

Berdasarkan capaian 58,99% tersebut, kontribusi Kementerian PUPR dalam 

pemenuhan kebutuhan rumah layak huni nasional tahun 2023 adalah sebesar 

2,48% (diperoleh dari capaian 58,99% dikurangi baseline tahun 2019 sebesar 

56,51%). 

4.2.1.2 Analisis Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase 

Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Persentase Pemenuhan 

Kebutuhan Rumah Layak Huni 

Berdasarkan Revisi Akhir PK Menteri PUPR yang diterbitkan pada tanggal 29 

Desember 2023, ditetapkan bahwa target IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan 

Rumah Layak Huni tahun 2023 adalah sebesar 59,05%. Dari target tersebut, capaian 

IKSS ini adalah sebesar 58,99%, sehingga didapatkan kinerja sebesar 99,89%. 

Meskipun terdapat deviasi kinerja sebesar -0,11% dari target, namun capaian kinerja 

ini dapat dikategorikan memuaskan.  

Kontribusi pencapaian kinerja pada SS-3 dari Ditjen Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berasal dari kinerja FLPP, SMF, dan 

Tapera. Dari ketiga program tersebut, hanya Tapera yang tidak mencapai target.    
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